WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan dan atau pémgel@otensi Daerah sangat penting
artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaenta skelanjutan
pelaksanaan pembangunan Daerah. Oleh karena iya yyeanbangunan dan
perbaikan serta efisiensi pengelolaannya perlu ngkttkan guna
mempercepat perluasan cakupan dalam meningkatkahtalsu pelayanan
kepada masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuandan Pemerintah
Daerah, dalam upaya untuk terus meningkatkan pegoipam daerah guna
meningkatkan kualitas hidup rakyat, meningkatkayadsaing ekonomi dan
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sebagaidwpglaksanaan
otonomi daerah, oleh karena itu diperlukan landkaigkah yang dapat
mendorong keikutsertaan Pihak Ketiga dalam pembayaju dan atau
pengelolaan potensi daerah melalui kerjasama ygakgifedan efisien antara
Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf & daatas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang kerjasama Peameiaerah dengan
Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengelolaangataerah;

Mengingat: 1. Undang — Undang Nomor 27 Tah@B891Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentargld@ntukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Repubfidonesia Tahun 1953
Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negapuliti& Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Rkepimoonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtikeraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Ist®nEahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indam&smor 4389 );



3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaBalLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagainelah ti ubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuw082 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2@@GhtePemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud8 2Bomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&vt)4

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserbarbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NMal®6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayBoahk (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahudb 2@omor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&i8)4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnPan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahamtaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerajvingl, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negemulitk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara N4i#8¥);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentatey Gara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indartabun 2007 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaod761);

10.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentangagarja Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

11.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || Bargam Nomor 16
Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ldngkungan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Banjarmasin (Lembaramer@h Nomor 3
Tahun 1993 Seri D Nomor 2);

12.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tah@8 26ntang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintala KBanjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nofd®iTambahan
Lembaran Daerah Nomor 10);

13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tah@8 26ntang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran D3atalm 2008 Nomor
25);

14.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang FwanbAtas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukam&ugbrganisasi dan
Tata Kerja dan Perangkat Daerah dan Satuan PdisioRy Praja Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomorabahan Lembaran
Daerah Nomor 18);



Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA

PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a b wnhpeE

Daerah adalah Kota Banjarmasin;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjanmasi

Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;

DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin;

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di limggwa Pemerintah Kota

Banjarmasin;

Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Waltileoigan pihak ketiga, yang

dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak darajiean;

Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga PemerinbahD¢partemen atau sebutan
lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Basama Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lemlshgdalam negeri lainnya yang

berbadan hukum;

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketigatadaatu rangkaian kegiatan
yang terjadi karena ikatan formal antara Pemeridakerah dengan Pihak ketiga
dalam pembangunan dan atau Pengelolaan PotensalDg&ng mencakup bidang-
bidang yang merupakan kewenangan daerah;

Perjanjian kerjasama adalah kontrak antara penaggguab proyek dengan Pihak
Ketiga dalam pembangunan dan atau pengelolaangpataerah yang diajukan oleh
Walikota dan disetujui oleh DPRD;

10.Badan Kerjasama adalah suatu forum untuk melaksandkerjasama yang

keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk daerah yang melakukan
kerjasama,;

11.Surat kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkah wialikota sebagai alat

pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pembearniandat atas wewenang dari
Walikota kepada pejabat yang ditunjuk diberi kuasduk bertindak atas nama
Walikota untuk mengikatkan menerima naskah kem@salaerah, menyatakan
persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkanpdiola kerja sama daerah,
dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlufalam pembuatan kerja sama
daerah;



12.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaiaiate@gdalam rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesgard peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk batag, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh peamgdara palayanan publik;

13.Penganggungan Proyek adalah Pimpinan Dinas Tekais Badan Usaha Milik

Daerah yang karena jabatannya menjadi penanggualgjsmatu proyek negeri sesuai
bidang tugasnya, atau sebagaimana yang ditentu&hi\alikota,

14.Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dioiéikidaerah baik fisik maupun non

fisik yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Dedeangan Pihak Ketiga;

15.Proyek adalah kegiatan pembangunan dan atau pé&aelootensi daerah yang akan

dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama;

16.Pemilik Proyek adalah Pemerintah Daerah;
17.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya diseliB adalah Perusahaan milik

Pemerintah Daerah yang secara mayoritas sahammylékidiangsung maupun tidak
langsung oleh Pemerintah Daerabh;

18. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja D&ert@hBanjarmasin;
19.Kas daerah adalah kas daerah kota Banjarmasin;

BABII
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Pertama
Prinsip Kerjasama

Pasal 2

Kerjasama daerah dilaksanakan atas dasar prirfsagaieberikut :

o

o o

Dengan itikad baik dan atas Kesepakatan bersameak®lah pihak;

Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhanyatlaNegara Kesatuan
Republik Indonesia;

Bersinergi dengan Saling membutuhkan, memperkuasding menguntungkan;
Sesuai asas kepatutan dan kewajaran;

Meningkatkan potensi dalam pembangunan penyediaan pgngelolaan potensi
daerah;

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan beemmanfaat kepada
masyarakat secara transparan;

Tidak merusak atau menurunan kualitas lingkungaugiyang harus diperhatikan
dengan melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampakdkungan) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang tdapaesahkan masyarakat

seperti kenaikan tarif pelayanan secara drastisiupesan hubungan kerja (PHK)
yang diimbangi dengan kompensasi yang wajar daenkasgan kualitas pelayanan
yang menyolok;

Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangamgad yang berlaku dan
sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia untuk mené&apadilan dan kepastian
hukum;

Diutamakan sumber daya lokal, seperti kontrakt@mskltan, tenaga ahli, tenaga
kerja, bahan baku dan hasil industri/olahan, dentgtap mempertimbangkan
dampaknya bagi efektifitas dan kualitas pelaksapaayek dan kualitas pelayanan.



Bagian Kedua
Subjek Kerjasama
Pasal 3
Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dalamakama Daerah meliputi :

a. Pemerintah Daerah;
b. Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga
Objek Kerjasama
Pasal 4
Objek Kerjasama adalah kekayaan milik daerah, selurusan pemerintahan yang telah
menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat beelggapan publik.
Bagian Keempat
Bentuk Kerjasama
Pasal 5
Kerjasama Daerah dituangkan dalam bentuk perjak@gasama dengan akta notaris.
Pasal 6
Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pihak ketigapadratikan prinsip kerjasama dan
objek kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2adah £
BAB |11
RUANG LINGKUP KERJASAMA DAERAH

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan pembangunan dan atau pengelglaéensi daerah,
Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pihak&eti

(2) Kerjasama daerah dengan Pihak ketiga sebagaimarakslid pada ayat (1), untuk
mempercepat peningkatan perluasan cakupan daradsupg&layanan umum kepada
masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah sehing@p bisa diupayakan
kelangsungan dan peningkatan pembangunan sertalpk@gmnya.

Pasal 8

(1) Untuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksarmmengelolaan potensi daerah
dengan Pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a. Kontrak pinjam pakai;

b. Kontrak Pelayanan (Service Contract);

c. Kontrak Kelola (Management Contract);

d. Kontrak Sewa (Lease Contract);

e. Kontrak Bangun, Kelola, Alih Milik (Build Oporatend Transfer Contract);



